
SALINAN 
NOMOR 81, 2015 

 
 

 
 

 

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR    80   TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARA PENGEMBALIAN  

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA MALANG, 
 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 78 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pajak Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13                   

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 5 Tahun 2014; 

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 

Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang 

Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 

Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 
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Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 

Nomor 16); 

11. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi di Pemerintah 

Kota Malang. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

DAERAH. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 

3. Walikota adalah Walikota Malang. 

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang. 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 

dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
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kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar 

daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 

/dan tidak ada kredit pajak. 

12. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang 

selanjutnya disingkat SKPKP adalah surat keputusan sebagai dasar 

untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak. 

13. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum 

Daerah.  

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang 

diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan 

Surat Perintah Membayar. 

16. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam 

surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

18. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota, yang diberi tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. 
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BAB  II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal  2 

Peraturan Walikota ini mengatur pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

Daerah, yang meliputi : 

a. pembayaran Pajak Hotel;  

b. pembayaran Pajak Restoran;  

c. pembayaran Pajak Hiburan;  

d. pembayaran Pajak Reklame;  

e. pembayaran Pajak Penerangan Jalan; 

f. pembayaran Pajak Parkir; dan  

g. pembayaran Pajak Air Tanah. 

 
BAB  III 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

 
Pasal  3 

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi 

apabila : 

a. Pajak Daerah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya 

terutang; atau 

b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang. 

 

Pasal 4 

(1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah dilakukan 

dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk 

pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.  

(2) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang terjadi 

pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. 

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi paling lama 

3 (tiga) tahun setelah pembayaran Pajak Daerah. 

(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya 

dianggarkan dalam DPA-PPKD. 
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Pasal  5 
Dasar pembebanan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2), yang dianggarkan dalam APBD untuk pengembalian 

atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah 

ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

Pasal  6 
(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 

(dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1), harus memberikan keputusan. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah 

dilampaui dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan 

suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Daerah 

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dilakukan 

setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas 

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Daerah.   

(5) Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

dibebankan pada belanja bunga dan dianggarkan pada DPA/DPPA 

PPKD. 

(6) Penganggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dibebankan pada perubahan APBD untuk Tahun Anggaran berjalan dan 

APBD Tahun Anggaran selanjutnya untuk belanja bunga yang muncul 

setelah perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. 

 
Pasal  7 

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dengan masa 

imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB sampai dengan diterbitkannya SPM Kelebihan Pajak 

Daerah Lainnya, dengan dasar perhitungan jumlah imbalan bunganya adalah 

jumlah kelebihan pembayaran Pajak Daerah. 

 
 

 



7 
 

BAB  IV 

TATA CARA PENGAJUAN  

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  

 

Pasal  8 
(1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah, 

Wajib Pajak mengajukan permohonan dengan mengisi formulir 

dilengkapi dengan : 

a. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang 

dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah; dan 

b. Fotocopy SKPD. 

(2) Petugas pelayanan yang ditunjuk memberikan tanda terima penerimaan 

surat permohonan. 

(3) Dalam hal surat permohonan melalui pos tercatat, maka tanda terima 

pengiriman menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan. 

(4) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

lampiran I Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal  9 

 
(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menugaskan Pemeriksa Pajak untuk 

melakukan Pemeriksaan atas pembayaran Pajak Daerah. 

(2) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atas pembayaran Pajak Daerah, Kepala 

Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan : 

a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari 

pada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak 

yang tidak seharusnya terutang; 

b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah 

pajak yang terutang. 

(3) Kelebihan pembayaran Pajak Daerah dikembalikan oleh Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah dengan menerbitkan SKPKP Pajak Daerah. 

(4) SKPKP Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat 

rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut : 

a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak; 

b. Lembar ke-2 untuk PPKD; 

c. Lembar ke-3 untuk arsip Dinas Pendapatan Daerah. 
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Pasal  10 

(1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah,  kelebihan 

pembayaran Pajak Daerah, dapat  diperhitungkan untuk melunasi 

terlebih dahulu utang Pajak Daerah dimaksud. 

(2) Kelebihan pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak dapat  dibayarkan 

sebagai pembayaran pajak untuk masa pajak bulan selanjutnya. 

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan 

dengan pemindahbukuan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang Pajak Daerah, maka 

pengembalian dilakukan dengan menerbitkan SP2D. 

(5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan oleh PPKD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB  V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  11 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang. 

 
 

Ditetapkan di Malang 
pada tanggal   30   -   11   -     2015     

 
WALIKOTA MALANG, 

 

ttd. 
 

H. MOCH. ANTON 
Diundangkan di Malang 
pada tanggal    30    -   11   -    20152013 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

 

ttd. 

 

CIPTO WIYONO 
 
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 81 

 
  

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

TABRANI, SH. MHum 
PEMBINA 
NIP. 19650302 199003 1 019 
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LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MALANG 
NOMOR      80    TAHUN     2015    
TENTANG   

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN 

PEMBAYARAN PAJAK DAERAH 
 

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN  

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 
 

Malang,      

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang 

Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 
M A L A N G 

 
Perihal : Permohonan Pengajuan Pengembalian Kelebihan  
  Pembayaran Pajak..................... 

Lampiran : 1 (satu) berkas 
 
Dengan Hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : ................................................................ 

Alamat : ................................................................ 
NPWPD : ................................................................ 
Nama 

Usaha 

: ................................................................ 

 

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengajuan Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak Daerah untuk masa pajak bulan......................dan jenis 
pajak......................senilai Rp ...................................... 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya lampirkan : 
1. Foto copy KTP 
2. Fotocopy Surat setoran Pajak daerah 

3. Dokumen yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah 
(................................................................) 

4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak 
Daerah. 
Demikian untuk menjadikan periksa. 

 
PEMOHON, 

 
 
 

(………………….) 
 

WALIKOTA MALANG, 

 
ttd. 

 
H. MOCH. ANTON 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TABRANI, SH. MHum 
PEMBINA 
NIP. 19650302 199003 1 019 

 


